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ABSTRAK 
Pemilihan umum merupakan implemantasi dari demorasi yang ada di 
Indonesia yaitu kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut 
Undang-Undang. Pada tahun 2024 pemilihan umum dilaksanakan secara 
serentak yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD 
serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguraikan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum serta 
menguraikan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 
tahun 2024. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris dengan 
pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan 
adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu 
wujud dari pelaksanaan demokrasi yaitu rakyat berkuasa memilih calon 
pemimpin yang akan memimpin selam 5 tahun kedepan baik itu anggota 
legislatif maupun Presiden Wakil Presiden. Pelaksanaan Pemilihan Umum 
serentak tahun 2024 berjalan dengan sangat baik karena dipersiapkan dengan 
baik juga yang dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan anggota legislatif sebesar 81,14 % dan pemilihan presiden-wakil 
presiden 81,48 %. Meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam 
pelaksanaan baik itu teknis maupun peraturan yang ada akan tetapi di;ihat dari 
tingkat partisipasi maka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dikaegorikan 
sukses. 
Kata kunci : demokrasi, kedaulatan, pemilu serentak 
 
ABSTRACT 
General elections are an implementation of democracy in Indonesia, namely that sovereignty 
is in the hands of the people, which is carried out according to the Law. In 2024, general 
elections will be held simultaneously, namely the election of the president-vice president, 
members of the DPR, members of the DPD and members of the Provincial and Regency/City 
DPRD. This study aims to describe the implementation of democracy in general elections and 
to describe the implementation of simultaneous general elections held in 2024. This research 
is an empirical legal research with a sociological legal approach. The results of this study 
indicate that the general elections held in Indonesia are one form of the implementation of 
democracy, namely that the people have the power to choose candidate leaders who will lead 
for the next 5 years, both legislative members and president and vice president. The 
implementation of the 2024 simultaneous general elections went very well because they were 
well prepared, as evidenced by the high public participation in the election of legislative 
members of 81.14% and the election of president and vice president of 81.48%. Although 
there are still several shortcomings in the implementation, both technical and regulatory, 
however, judging from the level of participation, the 2024 Simultaneous General Elections 
are categorized as a success. 
Keywords: democracy, sovereignty; simultaneous elections. 
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Pendahuluan 
Penelitian yang dilakukan oleh Power, Welfare and Domocracy (PWD) di tahun 2015 menyatakan 

bahwa pertama demokrasi di Indonesia mulai membaik secara umum dalam hal kelembagaan akan tetapi 
beberapa hal seperti aturan maupun ketentuan tertentu cenderung stagnan sebagai contoh kurangnya 
perlindungan terhadap hak pada kelompok agama yang minoritas. Kemudian kedua bahwa hasil pemilihan 
umum di Indonesia menjadi “ lebih liberal tetapi kurang demokratis” yang artinya hak politik seorang 
individu dijamin termasuk dalam hal kebebasan mengutarakan pendapat dan berserikat. Hasil temuan ketiga 
yaitu aktor-aktor demokrasi menyesuaikan sebagian lembaga demokrasi untuk keuntungan pribadi yang 
dipengaruhi oleh konteks lokal (Mukhis dkk, 2023). Pemilihan umum yang demokratis adalah “qonditio sine 
qua non” the one can not exist without the others, yang artinya bahwa pemilu merupakan tata cara untuk mencapai 
demokrasi atau bisa dikatakan sebagai prosedur pemindahan kedaulatan rakyat kepada calon kandidat untuk 
menduduki jabatan politik tertentu ( Prayatno & Susilowati, 2023). 

Menurut International Comission of Jurist (ICJ) demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana 
hak untuk membuat keputusan politik dilaksanakan wakil-wakil yang sudah dipilih dan mendapat mandat 
dari warga negara serta bertanggungjawan kepada masyarakat dengan keputusan politik yang diambul, yang 
pemilihan wakil-wakil dari masyarakat melalui proses pemilihan yang bebas (Handoyo, 2009). Artinya 
bahwa wakil-wakil dari masyarakat yang akan membuat keputusan politik harus dipilih secara langsung yang 
telah dilaksanakan di Indonesia dengan pemilihan langsung untuk memilih wakil rakyat baik itu eksekutif 
maupun legislatif baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (1) pemilu merupakan “Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Derah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adildalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemilihan umum bisa disebut sebagai penghubung untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 
yang berdikari, karena para pemimpin yang akan memimpin diseleksi secara ketat oleh masyarakat sendiri 
sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dan 
kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilihan umum yang demokratis merupakan 
implementasi dari sila keempat pancasila, akan tetapi implementasi tersebut masih belum maksimal karena 
dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik baik itu konflik yang terjadi dalam internail partai, 
kemudian calon yang belum bisa menerima kekalahannya serta para pendukung calon yang kurang dewasa 
dalam menyikapi kekalahan calon yang didukungnya (Mulyono & Fatoni, 2019). Pemilihan umum secara 
teori merupakan langkah paling awal untuk menuju kehidupan ketatanegaraan yang demokratis sehingga 
pemilu disebut sebagai penggerak sistem politik demokrasi karena tanpa pemilu suatu negara belum bisa 
disebut sebagai negara yang demokratis (Handoyo, 2009).  

Indonesia telah melaksanakan enam kali pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif pasca 
reformasi yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 dan lima kali pemilihan umum untuk memilih 
presiden dan wakil presiden yaitu tahun 2004, 2009, 2014, 2019, terakhir tahun 2024. Selama pelaksanaan 
pemilihan umum pasca reformasi tahun 1999 sampai terakhir tahun 2024 tingkat partisipasi masyarakat 
belum stabil yang menandakan bahwa masyarakat masih banyak yang kurang peduli dengan demokrasi. 
Meskipun partisipasi masyarakat dalam pemilu pasca reformasi belum stabil akan tetapi masyarakat tetap 
antusias pada saat pemilu dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Pasca Reformasi 
Tahun Pemilu Partisipasi dalam persentase 

1999 92,6 % 
Pileg 2004 84,1 % 

Pilpres 2004 (1) 78,2 % 
Pilpes 2004 (2) 76,6 % 

Pileg 2009 72,94 % 
Pilpres 2009 75,97 % 
Pileg 2014 75,10 % 

Pilpres 2014 69,58 % 
Pileg 2019 81,67 % 

Pilpres 2019 81,97 % 
Pileg 2024 81,14 % 

Pilpres 2024 81,48% 
Sumber : http://kpu.go.id 

 
Pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum tahun 2024 terdapat sedikit perbedaan dari 

pemilu-pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2019 pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif 
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 14/PUU-XI/2013  yang diajukan oleh Effendi Gazali. Kemudian pemilu tahun 2024 juga ada 
sedikit perbedaan yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah 
dilaksanakan serentak walaupun pada kenyataannya pemilihan kepala daerah dilaksanakan tidak serentak 
dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan tetapi masih dalam tahun yang sama. Seharusnya menurut 
putusan Mahkamah Konstitusi diatas pemilu tahun 2019 pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden 
dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak akan tetapi karena waktu yang terlalu pendek 
sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak baru di tahun 2024.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum yang dilaksanakan Indonesia? selanjutnya bagaimana 
pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 ? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
bagaimana demokrasi dalam implementasi pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui 
pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Catatan apa saja yang harus diperhatikan oleh 
penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah dalam rangka perubahan pemilihan umum yang lebih baik 
pada pemilu yang akan datang. 

Metode 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dikaji dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk menggali pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagai implementasi 
demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Study Literature yang didapatkan dari berbagai sumber 
baik itu dari buku, penelitian, aturan-aturan yang berkaitan maupun berita yang berkaitan dengan pemilihan 
umum serentak tahun 2024 dengan pendekatan sosiologis empiris. Seluruh informasi dikumpulkan melalui 
kajian yang sistematisberdasarkan sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan. 

 

Hasil dan Pembahasan 
Abraham Lincoln berpendapat terkait demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat 

serta untuk rakyat, jadi dalam negara yang demokrasi rakyat merupakan subyek yang mempunyai kekuasaan 
untuk mengatur jalannya pemerintahan atau biasa disebut kekuasaan ada ditangan rakyat (Samsudin, 2020). 
International Electoral Standards, Guidelines for Reviewingthe Legal Framework of Elections terdapat 15 standar 
pemilihan umum yang diterima oleh Masyarakat internasional yaitu, kerangka hukum yang dimiliki, sistem 
pemilihan umum, penetapan dapil/ wilayah pemilu, hak untuk dipilih dan memilih, organisasi pemerintah 
penyelenggara pemilu, daftar pemilih yang sudah dipastikan, perolehan suara untuk parpol dan peserta 
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pemilu, kampanye yang berimbang, keterbukaan infomasi dan kebebasan berpendapat, keterbukaan 
penggunaan dana kampanye dan pendanan kampanye yang terbuka, pemungutan suara, perhitungan suara, 
keterwakilan parpol serta peserta pemilu, pemantauan pelaksanaan, dan kepatuhan serta penegakan hukum 
pemilu (Widyaningsih, 2017). 

Sorensen mengemukan kesimpulan suatu negara tidak ada hubungannya antara bentuk dan rezim 
(pemerintahan rakyat maupun kesewenang-wenangan) dengan hasil pembangunan alasannya sangat 
konvensional, yaitu berbagai macam jenis kerakyatan dan rezim kesewenang-wenangan memiliki ruang 
pembangunan yang berbeda (Sorensen, 2003). Pernyataan tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa 
sebagian negara demokratis contohnya perbandingan anatara negara Cina dan India atau negara Saudi 
Arabia dengan Filipina, akan tetapi postulat Dahl dalam isu tersebut masih berhubungan karena premisnya 
“tend to be more prosperous” dan bukan “always more prosperous”. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi secara 
universal memberikan kesempatan pada masyarakat dalam negara tersebut untuk meraih Kesejahteraan, 
sementara negara yang menganut sistem non-demokrasi tidak demikian (Widyaningsih, 2017). Demokrasi 
merupakan kebebasan yang dimiliki oleh warga negara untuk menentukan, mengembangkan maupun 
membentuk hukum baik itu langsung oleh warga negara maupun melalui perwakilan yang sudah warga 
negara tentukan. Akan tetapi pelaksanaan demokrasi harus dibarengi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh 
warga negara terkait dengan apa itu demokrasi jangan sampai pelaksanaan demokrasi hanya untuk kalangan 
atau golongan tertentu saja bukan sepenuhnya dilaksanakan oleh rakyat/warga negara. Dalam demokrasi 
selain mengandung unsur - unsur universal (common demoninator), demokrasi juga berkaitan dengan konsep-
konsep yang menempel pada struktur sosial dan sistem politik tertentu (cultural relativism) (Samsudin, 2020). 

Pemilu merupakan demokrasi yang prosedural, walaupun demokrasi berbeda dengan pemilihan 
umum akan tetapi pemilihan umum adalah salah satu syarat demokrasi dan harus dilaksanakan secara 
demokratis. Negara-negara yang menyatakan bahwa dirina adalah negara yang demokratis maka harus 
melaksanakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat baik itu legislator maupun presiden-wakil presiden 
di tingkat pusat gubernur, bupati/walikota di tingkat daerah “conditio sine qua non, the one can not exist without 
other” (Huda, 2020). Prinsip-prinsip demokrasi yang harus masyarakat ketahui, pertama kedudukan rakyat 
adalah yang tertinggi sehingga semua masyarakat mempunyai hak untuk ikut dan andil dalam pemilihan 
umum tidak hanya berhak memilih akan tetapi juga berhak dipilih untuk menduduki jabatan tertentu. 

Kedua wakil-wakil rakyat yang telah ditunjuk langsung oleh warga negara memiliki kewenangan 
tertinggi, sebutannya adalah legislator (badan legislatif) ditunjuk dengan pemilihan umum yang dilaksanakan 
setiap 5 tahun sekali. Kewenangan parlemen yaitu membuat dan melaksanakan semua undang-undamg di 
negara tersebut. Ketiga tidak diperbolehkan ada yang diistimewakan antara orang perorangan maupun 
kelompok untuk menduduki jabatan tertentu. Terakhir keempat wajib ada peraturan yang menata terkait 
silsilah wewenang negara dan prosedur melaksanakan tugas masing-masing. Oleh karena itu negara harus 
melaksanakan keempat prinsip tersebut apabila mengatakan dirinya negara demokrasi( Mukhis, 2023). 

Jimly Asshiddiqie menguraikan beberapa alasan kenapa pemilihan umum harus dilaksanakan 
berkala diantaranya 1) transformasi pandangan dan masukan dari wargdaa negara sebagai keinginan dalam 
pemilihan pimpinan serta wakil rakyat yang duduk di legislatif; 2) keadaan dan perspektif kehidupan warga 
negara akan menghadapi modifikasi berdasarkan situasi dan keadaan; 3) pertambahan jumlah penduduk 
juga akan mempengaruhi aspirasi masyarakat; 4) pemilu yang dilaksanakan secara sistematis pola 
pemerintahan yang baik (Subiyanto, 2020). Kemudian anggota DKPP Muhammad menyampaikan dalam 
acara seminar nasional yang dilaksanakan di Universitas Mercubuana Jakarta, untuk melahirkan pemilu yang 
jujur diperlukan: aturan yang nyata dan konkrit, ketaatan partisipan dengan aturan yang ada, pemilih yang 
pintar dan pertispatif, pemerintahan yang netral, penyelenggara yang profesional dan mempunyai integritas, 
dan media massa yang netral (Ningsih, 2023). 

Yunarto berpendapat pemilu adalah bilik bersama bagi rakyat untuk menilai siapakah yang dapat 
menjadi pemimpin suatu pemerintahan, das sollennya pemilu akan menyisihkan orang-orang yang tidak 
berkualitas atau orang yang tidak mampu dalam kontestansi. Das seinnya pemilu merupakan alat yang rawan 
karena tidak semua orang yang berkualitas menjadi pemenang dalam pemilu (Wijaya, 2020). Politik biaya 
mahal terjadi ketika tidak semua parpol bisa mengajukan calonnya karena ada ambang batas perolehan suara 
sah minimal 20% kursi atau 25% suara untuk parpol/gabungan parpol pengusung, yang mengakibatkan 
terjadinya jual bei suara baik antara pasangan calon maupun partai politik yang biasa disebut mahar politik 
(Huda, 2020). Hal tersebut mengakibatkan pasangan calon yang akan berkontestasi menjari bantuan 
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keuangan ke pihak ketiga misalnya pengusaha yang dijanjikan proyek dari pasangan calon apabila sudah 
menjadi penguasa. 

Landasan untuk pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 adalah undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu No 1 Tahun 2022 mengenai perubahan atas undang-
undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 
2023 berlandaskan Lembaran Negara LN No. 54, TLN No. 6863. Berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum, baik 
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, harus 
dilakukan secara bersamaan. Mahkamah Konstitusi juga menekankan beberapa alasan mengapa pemilu 
perlu dilakukan secara serentak, antara lain karena sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemilu, 
serta penafsiran asli dari UUD 1945, dan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan 
pemilu itu sendiri. 

Implemantasi pemilu eksekutif dan legislatif secara serentak akan merubahan sistem politik serta 
akan terciptanya insentif untuk masyarakat, partai politik dan peserta pemilu itu sendiri. Insentif yang 
dimaksud adalah penghematan biaya politik yang dikeluarkan oleh partai politik serta peserta pemilu serta 
menghemat waktu dan akan menciptakan evaluasi legislatif dan eksekutif yang akan menciptakan lembaga 
legislatif dan eksekutif kuat (Amri, 2024). Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun untuk memilih 
anggota legislatif di tingkat nasional maupun daerah, serta presiden dan wakil presiden yang dipilih secara 
langsung oleh masyarakat yang berhak memilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 memberikan efek yang sangat baik, terbukti dengan 
tingkat partisipasi masyarakat yang melebihi 80% untuk pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil 
presiden. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dicatat, seperti beban yang sangat berat bagi 
penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat TPS. Selain itu, catatan lain dalam 
pelaksanaan pemilu 2019 adalah masih tingginya praktik politik uang yang dilakukan oleh para peserta 
pemilu, baik calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Masalah politik uang 
menjadi isu yang tidak kunjung terselesaikan sejak pemilu setelah reformasi, hal ini disebabkan oleh masih 
rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan praktik tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang 
perlu diperhatikan, tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu yang luas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil sesuai dengan hukum tidak hanya terletak pada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, 
dan DKPP sebagai pengawas kode etik penyelenggara, tetapi juga harus diemban oleh seluruh elemen 
bangsa. 

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, tingkat keterlibatan masyarakat mencapai lebih dari 81% baik 
dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun 
demikian, angka partisipasi tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 
2019. Salah satu hal menarik dalam pemilu 2024 adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi No 
90/PUU-XXI/2023 yang membahas batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden, yaitu 40 tahun atau pernah/yang sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilihan umum, 
termasuk pemilihan kepala daerah (Pujianti, 2024). Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini segera 
direspon oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2023 yang 
merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 mengenai Pencalonan Peserta Pemilu 
bagi Presiden dan Wakil Presiden. Revisi tersebut terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan 
bahwa calon harus "berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui 
Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (Komisi Pemilihan Umum, 2024). 

Pemilu serentak tahun 2024 dianggap lebih sukses dibandingkan pemilu serentak tahun 2019 
karena penyelenggara pemilu sudah lebih siap mulai dari pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan 
menggunakan hak pilihnya sampai dengan penetapan hasil pemilu. Badan pengawas pemilu menemukan 19 
masalah dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terbagi atas 13 permasalahan pada saat 
pemungutan suara dan 6 permasalahan pada saat perhitungan suara. Dari 13 permasalah pada saat pemilihan 
suara terdapat 37.466 TPS membuka pemungutan suara lebih dari jam 07.00 waktu setempat, kemudian ada 
2.271 TPS yang memobilisasiatau mengarahkan pilihan pemilih baik itu dari tim sukses, peserta pemilu 
sampai dengan penyelenggara. Kemudian 6 permasalahan pada saat penghitungan suara ada 11.233 TPS 
sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas maupun saksi, ada 1.895 TPS tidak memberikan Model C-Hasil 
Salinan (Badan Pengawas Pemilu, 2024). Tidak hanya itu penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah sebanyak 
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101 kepala daerah pada tahun 2022 dan 170 kepala daerah pada tahun 2023 yang menjadikan Presiden bisa 
intervensi hasil pemilu serentak tahun 2024 (Walhi, 2024). 

Beban yang terlalu berat dirasakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
bertindak sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di 
tingkat Tempat Pemungutan Suara dari pemilu ke pemilu masih saja menjadi pusat perhatian. Pada pemilu 
serentak 2019 terdapat korban jiwa sebanyak 894 petugas KPPS dengan berbagai macam penyebab akan 
tetapi yang menjadi penyebab utama adalah karena kelelahan serta mempunyai penyakit penyerta. 
Kemudian pada pemilu tahun 2024 terdapat 115 orang petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan 
dalam proses pemungutas serta penghitungan suara di TPS penyebabnya masih sama dengan tahun 2019 
yang lalu terbanyak karena mempunyai penyakit penyerta seperti jantung dan hipertensi. Meskipun Komisi 
Pemilihan Umum telah mengurangi beban kerja anggota KPPS dengan menggunakan Aplikasi Serekap, 
akan tetapi pada saat pelaksanaan aplikasi Sirekap down sehingga tidak bisa digunakan (Salim, 2024). 

Sebagai upaya untuk mengantisipasi banyaknya korban meninggal dunia pada pelaksanaan pemilu 
serentak tahun 2024 pemerintah sudah melaksanakan bebrapa antisipasi diantaranya pembatasan usia calon 
anggota KPPS yaitu dari usia 17 tahun samai dengan 55 tahun. Disamping itu calon anggota KPPS 
diwajibkan melakukan screning sebagai upaya pencegahan dan mengetahui kondisi tubuh pada saat ini, 
pemerintah juga menyiapkan jaminan sosial selama 2 bulan untuk anggota KPPS sesuai dengan Inpres No 
2 Tahun 2001 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) (Sejati, 2024). Sebagai 
bahan evaluasi Komisi Pemilihan Umum berpendapat pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala 
daerah jangan terlalu dekat karena persiapan untuk pemilihan kepala daerah membutuhkan waktu, walaupun 
pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentah pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan lancar dan 
baik. 

Hasil pemilihan presiden menurut berita acara KPU No 218/PL. 01. 08-BA/05/2024 adalah 
sebagai berikut: Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Cak Imin): 40. 971. 906 suara, Prabowo Subianto- 
Gibran Rakabuming Raka: 96. 214. 691 suara, Ganjar Pranowo- Mahfud MD: 27. 040. 878 suara. Dengan 
angka ini, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memperoleh 58,6% dari total suara sah di tingkat 
nasional dan menang di 36 provinsi, sehingga pemilihan presiden hanya berlangsung dalam satu putaran. 
Selanjutnya, dalam hasil pemilihan legislatif, terdapat 8 partai politik yang mendapatkan suara lebih dari 4%, 
yaitu PDIP: 25. 387. 279 suara (16,72%), Partai Golkar: 23. 208. 654 suara (15,28%), Partai Gerindra: 20. 
071. 708 suara (13,22%), PKB: 16. 115. 655 suara (10,61%), Partai NasDem: 14. 660. 516 suara (9,65%), 
PKS: 12. 781. 353 suara (8,42%), Partai Demokrat: 11. 283. 160 suara (7,43%), PAN: 10. 984. 003 suara 
(7,23%) (Zainin dkk, 2024). 

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 diantarnya terkait tingkat 
pertisipasi masyarakat dalam menyalurkan haknya, Komisi Pemilihan Umum harus lebih intensif dalam 
melakukan sosialisasi baik dari media sosial maupun dari berbagai cara supaya masyarakat dari semua 
golongan baik pemilih pemula maupun pemilih yang lanjut usia dapat mengetahui terkait pelaksanaan 
pemilihan umum. Selanjutnya terhadap penyelenggara pemilihan umum yang dianggap masih kurang netral 
dalam melaksanakan tugas, data yang diperoleh dari DKPP ada 790 pengaduan terhadap dugaan 
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu sebanyak 1040 penyelenggara. Sebanyak 66 
diberhentikan tetap, 5 diberhentikan dari jabatan ketua, 260 diberikan teguran lisan, 101 peringatan keras, 
26 peringatan keras terakhir dan 532 penyelenggaran dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti 
melanggaran KEPP (DKPP, 2024). Pengawasan terkait pelaksanaan pemilu Bawaslu menerima 1.023 
dugaan pelanggaran pemilu dengan rincian 482 dari laporan dan 541 dari temuan, dari banyaknya dugaan 
pelanggaran pemilu tersebut Bawaslu dan KPU harus bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi resiko 
pelanggaran yang mungkin terjadi (Agusta, 2024). Selain itu partisipasi masyarakat dalam pencegahan 
pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu sangat dibutuhkan. 

KPU harus segera memperbaiki aplikasi Sirekap karena sangat membantu dalam pelaporan hasil 
penghitungan suara, supaya pada pelaksanaan pemilu 5 tahun kedepan sudah bisa digunakan dengan 
maksimal. Revisi UU Pertai politik bisa juga dilakukan sebagai penguatan terhadap demokrasi terutama 
terkait partai politik. Pemerintah harus lebih memperhatikan petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya 
jangan sampai setiap pelaksanaan pemilu selalu ada korban jiwa dari petugas KPPS karena kelelahan dalam 
melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS. 

Kesimpulan
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Berdasarkan penjelasan dari hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu 
hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun dalam suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan 
demokratis. Pemilihan umum adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk 
menegakkan demokrasi, yang pada intinya merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat. Oleh karena itu, rakyat berperan sebagai pengontrol pemerintah. Pelaksanaan pemilihan umum 
secara bersamaan pada tahun 2024 berlangsung dengan baik dan tanpa kendala, meskipun masih ada 
beberapa hal yang perlu dievaluasi, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi Masyarakat dalam pemilihan 
anggota legislatif sebesar 81,14 % dan pemilihan presiden-wakil presiden 81,48 %. Evaluasi terhadap 
pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 diantaranya perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, netralitas 
penyelenggara pemilihan umum, pencegahan pelanggaran baik (Bawaslu, KPU maupun msyarakat), revisi 
Undang-Undang Partai Politik dan terkait kelelahan yang dirasakan oleh petugas KPPS dalam pemungutan 
maupun penghitungan suara. 
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